Pakar: Retret Kepala Daerah
Punya Legal Basis yang Kokoh
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ORINEWS.id — Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
untuk menunda retret kepala daerah dari PDIP patut
disayangkan. Sebab, retret yang digelar Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk membekali ratusan kepala
daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar,
Fahri Bachmid mengatakan, retret secara terminologi bertujuan
membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang
tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam
menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

“Pada hakikatnya ini merupakan program pemerintah yang urgent
serta strategis (important and strategic program),” kata Fahri
Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 Februari 2025

Program retret, kata dia, akan mengafirmasi kepala daerah
sebagai state organizer aspek wawasan mendalam terkait tugas
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dan tanggung jawab kepala daerah selaku top executive.

“Juga tugas pokok kepala daerah, pemahaman asta cita,
membangun kedekatan emosional antarkepala daerah, pengelolaan
anggaran daerah, dan ketahanan nasional maupun wawasan
kebangsaan,” sambungnya.

Secara doktriner, Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan negara melalui kementerian terkait prinsipnya
melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemda
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terciptanya sinergi antara pusat dan daerah.

Prinsip tersebut sesuai rumusan norma ketentuan Pasal 373 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang mengatur rezim atau pranata pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemda dibina dan diawasi pemerintah
pusat.

Selanjutnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, kabupaten/kota
dan pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara nasional dikoordinasikan oleh menteri.

“Dengan demikian saya melihat bahwa kegiatan retret mempunyai
legal basis yang kokoh serta dapat dipandang sebagai sarana
konsolidasi serta sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan
program pemerintah pusat,” tandasnya.[source:rmol]
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